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BUPATI INDRAGIRI HILTR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOGR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAIT
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah
Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan
Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Indragiri Hilir tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat > 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2754);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



IQ.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398};
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

re

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang8.
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340};
Peraturan Pemernntah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan:
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483},
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi



Menetapkan

16.

17,

1é.

19.

20.

21

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentaug Porubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik [Indonesia Tahun 2019 Nomor
157};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
teniang Peduman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor
1781);
Peraiuran Menlert Pendayagunaail Aparatur Nepara dan
Reformast Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahtin 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
Peraturan Daerah Kabupaten [Indragin Hilir Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lermbaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Indragin Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragin
Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragin Hilir Tahun 2019
Nomor 16);
.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1

Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah
Kabupaten [ndragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENCGHASILAN
PEGAWAIL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :;

|. Daerah adalah Kabupaten Indragin Hihr.



10.

il.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19,

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten [ndragiri Hihr.
Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanyutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah yang
mempunyal kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen
Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pejabat yang Berwenang yang selanjuitnya disingkat PyB adalah Pejabat
yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang selanijutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
Pemerintahan.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemermtahan.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah
pendapatan selain gaji, tunjangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Admuinistrasi dan Pejabat Fungsional yang diberikan sesuail dengan
kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya disingkat BKPSDM atau sebutan lainnya adalah Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerntahan
Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

5.

7.

a8.

.Sasaran Kinerja Pegawal yang selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana
Kinerja dan target yang akan dicapar oleh seorang PNS yang harus dicapai
setiap tahun.
Kinerja adalah Hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi,
Unit kerja atau Tim Kerja sesuai dengan Sasaran Kimerja Pegawai dan
Perilaku Kerja.
indikator Kinerja Individu adalah Ukuran Keberhasilan Kinerja yang
dicapai oleh setiap PNS.
Perilaku Kerja adalah setiap Tingkah Laku, Sikap atau Tindakan yan
Jakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya
dillakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawail, atau pejabat yang
ditunjuk.
Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek
produktivitas kerja dan disipiin kena.



20. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai yang didasarkan pada
pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil
pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya.

21. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja
sesual ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.

22. Kelas Jabatan (Grade) adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi
yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya
digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.

23. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai ASN yang
ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat
struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.

24, Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Pth. adalah Pegawai ASN yang
ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat
struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian
TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk :

meningkatkan kualitas pelayanan ASN;
meningkatkan Disiplin ASN;
meningkatkan Kinerja ASN;
meningkatkan Keadilan dan Kesejahteraan ASN;
meningkatkan Integritas ASN;
meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Daerah;
meningkatkan motivasit ASN untuk mengimplementasikan Core Values ASN
BerAKHLAK dan Employer Branding ASN.

a.
b.

€.
f.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
a. pemberian TPP;
b. Kritena pemberian TPP;
c. penilaian TPP;
d. penetapan Besaran Dasar TPP ASN;
€. pembiayaan;
f. pembinaan dan pengawasan.

BAB iI
PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Prinsip Pemberian TPP

Pasal 5

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;

b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungiawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;



efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan
target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja
yang ditetapkan;
keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoieh
kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk
menjamin kesejahteraan pegawai ASN;
optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi
pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten;

f.

Bagian Kedua
Penerima TPP

Pasal 6

TPP diberikan kepada :

a. ASN yang bertugas melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah.
b. ASN dari luar Pemerintah Daerah yang menjadi Pegawai titipan di

lingkungan Perangkat Daerah, setelah yang bersangkutan bekerja di
lingkungan Pemerintah Daerah selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Anggarannya telah
tersedia daiam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA SKPD), kecuali yang bersangkutan telah menerima
Tunjangan Tetap dan atau Tunjangan Sejenis dari instansi induknya.

. ASN Pindahan atas kemauan sendiri dari Pusat/Provinsi/ Kabupaten /Kotaik 1,c.
lain yang namanya telah terdaftar dalam daftar gaji dan apabila telah
melaksanakan tugas sclama 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan
dan anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD}.
ASN pindahan sebagaimana hurufc, yang dilantik pada jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, jabatan Adiministrator dan Pengawas dapat menerima
TPP pada bulan benkutnya
ASN yang melaksanakan cuti, kecuali Cutt diluar tanggungan negara.
ASN yang sedang menjalankan Tugas SBelajar Mandiri dan yang
bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.
ASN yang diperbantukan/diperkerjakan pada Instansi Vertikal dimana
Pembinaan karnr dan penghasilan iainnya yang sah tetap menjadi
tanggung jJawab Pemerintah Daerah dan yang bersangkutan tidak
menenma Tunjangan Penghasilan sejenis dari Instansi Vertikal tempat
ASN yang bersangkutan diperbantukan/dipekerjakan.

f.

BAB
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 7
TPP diberikan berdasarkan kriteria :

a. beban kerja:
b. prestasi kerja;
c. kondisi kerja;
d. kelangkaan profesi; dan/atau
€. pertumbangan objektif lainnya.

Pasal 8

(1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a dibenikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui
beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan {Seratus dua belas koma



lima) jam per bulan dan diberikan sesuai dengan kelas jabatan, kecuali :

Doktcr Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Guru, Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah diberikan berdasarkan Golongan ruang dalam
kepangkatan ASN.

(2) ASN yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional hasil penyetaraan
jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi nomor 17 Tahun 2021 diberikan TPP berdasarkan
beban kerja sesuai dengan Kelas Jabatan pada saat menduduki Jabatan
Administrasi sepanjang ASN yang bersangkutan ditunyuk sebagai
koordinator/sub koordinator/Ketua Tim yang melaksanakan Tugas Pokok
dan Fungsi Jabatan Administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya
Jabatan Fungsional hasil penyetaraan Jabatan karena adanya
perpindahan jabatan atau kenaikan Jenjang Jabatan.

{3) Besaran persentase TPP berdasdarkan beban kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kemampuan Keuangan Daerah dari
Besaran Basic TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

{1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b diberikan kepada :

a. ASN yang memiiki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya atau
Tugas Pokok dan Fungsinya atau inovasi yang diakui pimpinan di
atasnya.

b. ASN yang menduduki Jabatan Fimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional hasil
penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
ditunjuk sebagai Koordinator/Sub Koordinator/ Ketua Tim yang
diberikan Tugas Pokok dan Fiungsi Koordinasi serta Pengelolaan
Kegiatan sesuai bidang Tugasnya pada Perangkat Daerah.

(2) Besaran persentase TPP dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan
Keuangan Daerah dari Besaran Basic TPP, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini

Pasal 10

T

{1} TPP berdasarkan Kondist Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki jabatan dan
meiaksanakan tugas dengan tanggung jawab besar dan resiko tinggi.

(2) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat {!) sesuai
kemampuan Keuangan Daerah dari basic TPP, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini

Pasal 11

(1} Besaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan
tugas pada kriteria sebagai berikut :

a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
b. kualiikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hamper tidak ada
yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

(2) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
kemampuan Keuangan Daerah dari basic TPP, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 12

{1} TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada pegawai ASN sepanjang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

{2} Alokasi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan
keuangan daerah dan karakteristik daerah.

(3} Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sesuai
kemampuan Keuangan Daerah dari basic TPP, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(1)

Pasal 13

ASN tidak diberikan TPP Karena :

—
7a

tidak melaksanakan tugas dan jabatan/pekerjaan;
tidak membuat SKP atau Perjanjian Kinerja;
berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
berstatus terpidana;
diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tungeu
(belum diberhentikan sebagai ASN);
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendin;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
inclaksanakan Tugas Belajar dan meninggalkan tugas kedinasan
sehari-hari;
ditugaskan dengan penugasan diluar Pererintah Kabupaten dalam
waktu. tertentu. dan yang bersangkutan menerima Tambahan
Penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) dan/atau APBD tempat yang bersangkutan ditugaskan dengan
penugasan;
diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau
lembaga lainnya diluar Pemerintah Kabupaten dan yang bersangkutan
menerima Tambahan Penghasilan yang sejenis dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN} dan/atau APBD tempat yang
bersangkutan diperbantukan /dipekerjakan:

a,
b.

a

€.
f.

1.

k.

a

1.

. belum menyelesaikan dan melaporkan Laporan Harta Kekayaanm.
Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Nergara (LHKASN) secara oniine sampai yang bersangkutan
menyelesaitkan laporan dimaksud dengan tenggang waktu 1(satu) bulan
setelah batas waktu akhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penvelengeara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Nergara (LHKASN};
menerima surat teguran dan Pyb terkait gratifikasl sampal yang
bersangkutan menindaklanjutinya.
tidak menyelesaikan kewajiban terkait kasus Tuntutan
Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dalam jangka waktu
yang telah ditetapkan setelah mendapat surat peringatan dari Majelis
Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rug (TP-TGR} atau PyB;
mengakibatkan hilangnya atau masih menguasai atau memanfaatkan
asset milik Pemerintah Daerah secara tidak sah dan yang
bersangkutan telah mendapat surat peringatan/teguran dari Pyb;
selaku pejabat Pengelola Barang Milik Daerah tidak melaksanakan
kewajiban terkait pengelolaan barang milik dacrah dalam jangka waktu
yang telah ditetapkan setelah mendapat Surat Peringatan/Teguran dari
PPK atau PyB;
bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun.
diangkat menjadi Kepala Desa; atau

n.

q.

T.



t. dtberhentikan dan sedang mengajukan banding admunistratif ke Badan
Pertimbangan Kepegawaian dan atau mengajukan gugatan kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara.

(2) ASN vang tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan sebagaimana yang

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(1)

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ASN yang nilal catatan
produktivitas kerja/aktifitas kinerja hanannya 0 (nol).

BAB IV
PENILAIAN TPP

Pasal 14

Pembayaran TPP ASN setiap bulan dintlai berdasarkan produktivitas
kerja dan disiplin kerja.
Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
terhadap ASN yang memiuliki jabatan tertentu dengan han dan jam kerja
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dibayarkan
berdasarkan pada :

a. penilaian produktivitas kerja/kinerja sebesar 70% darn besaran TPP
yang diterima ASN; dan

b. penilaian perilaku kerja (disiplin) sebesar 30% dari TPP yang
diterima ASN.

Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan berdasarkan pada :

a. hasil pelaksanaan tugas; dan/atau
b. penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas ASN dar Pejabat

Pentlaian/Atasan Langsung.
Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara
lain:
a. Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Perangkat Daerah
b. Peranjian Kinerya;
c. Uraian tugas jabatan;
d. Indikator Kinerja Individu.
Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib
dibuat olen setiap ASN yang disahkan oleh Atasan Langsung.
Untuk mencapai target Kinerja sebagaimana telah tercantum dalam
penanjian kinerja, ASN wajib menyusun SKP Tahunan dan SKP
Builanan.
Penilaian Kinerja oleh Atasan Langsung wayjib dilaksanakan setiap akhir
bulan berjatan melalui Aplikasi E-Kinerja.
Apabila terjadi perubahan diantaranya perubahan jabatan, perubahan
Tugas Pokok dan Fungsi jabatan serta adanya perubahan kebijakan
Pemerintan maka Perjanjian Kinerja dapat diubah dengan persetujuan
atasan langsung.
Perjanjan kinerja bagi ASN Pindahan ke Pemerintahan Kabupaten
dilakukan sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
(SPMT).
Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran
ASN dengan menggunakan daftar hadir elektronik.

(9)

Pasal 15

Penilaian Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(3} huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses, sebagal
berikut:
a. diatas 75% kategori baik, dibayar 100%
b. diatas 50% sampai dengan 75% kategori Cukup, dibayar 75%;



(2)

(3)

{4)

{5)

(6}

1}

2)

3}

(1)

(2)

(3}

(4)

c. diatas 30% sampal dengan 50% kategori Sedang, dibayar 50%;
d. 0 sampai dengan 30% kategori Kurang, dibayar 25%.

Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (]}
dinput melalui sister c-kinerja sctiap hari kerja setelah berakhir jam
kerja atau paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.a

Dalam hal terjadi kendala system e-kinerja, capaian indikator kinerja
sebagaimana ayat {2) dapat dilakukan secara manual.

Capaian incikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
divalidasi oleh atasan langsung.
Indikator Kinerja Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan
jabatannya untuk mencapai kinerja out put/out come (cascading).
Tetap Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama dan/atau pejabat administrator yang berkedudukan
sebagai Kepala Perangkat Daerah.

Pasa] 16

Pembayaran TPP berdasarkan Penitlaian Produktifitas kerja/Kinerja dan
Disiplin Kena dikecualikan terhadap ASN yang memiliki Jabatan Tertentu
dengan hari dan jam kerja khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penilaian Produktifitas Kerja/Kinerja dan Disiplin Kerja untuk bulan
Desember dilakukan sampai dengan tanggal 15 Desember dan menjadi
dasar pembayaran TPP untuk bulan Desember tahun berkenaan.
Pembavaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan penuh dengan
ketentuan :

a. hasil pemlaian produktifitas keria/kinerja sampai dengan tanggal 15
Desember telah mencapai 61% (enam puluh satu persen}.

b. Kehadiran ASN sampai dengan tanggal 15 Desember secara penuh atau
udak hadir dengan alasan yang sah.

Pasal 17

Disiplin Kerja sebagatmana dimaksud dalam Pasal 14 ayat {3) huruf b
ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN, meliputi:
a. terlambat masuk bekera;
b. pulang sebelum waktunya;
c. tidak masuk bekerja; dan
d. tidak mengikuti apel pagi, apel sore, upacara hart besar/upacara hari

kerja sesuai ketentuan.
Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, Dinas Luar dan sakit
yang dibukiikan dengan Surat Tugas dan Surat Keterangan sakit dari
dokter, dinitung sebagai masuk bekerja.
Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada avyat {1)
berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
Dalam hal terdapat kendala sistem atau penghitungan kehadiran berbasis
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penghitungan
tingkat kehadiran dapat dilakukan secara manual.

Pasal 18

Penghitungan tingkat kehadiran dilakukan dengan rumus sesua: dengan
indikator kehadiran, sebagai berikut :

a. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan benalan, maka
dibenkan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:



b. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjaian,
diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

c. Setiap ASN yang tidak mengikuti Apel Papi, Apel Sore, Upacara Han
Besar/Upacara Hari Kerja tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan
TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dan penilaian disiplin.

Pasal 19

Dalam hal ASN tidak mengikuti Apel Sore, Upacara Hari Besar/Upacara Hari
Kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan
melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 20

ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan
diberikan pengurangan TPP ASN :

a. sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, dan ;

b. paling banyak 100% {seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak
masuk kerja dart kehadiran ASN sebesar 30 % (tiga puluh persen) TPP
yang diterimanya sebesar kehadiran ASN.

Pasal 21

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik
dikarenakan kerusakan peralatan atau identitas lain Pegawai ASN tidak
terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian
tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat
Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang
tembusannya disampaikan ke BKPSDM selambat-lambatnya 7 (tujuh} hari
kerja berikutnya.

mengisi daftar hadir masuk kenya

[KETERLAMBATAN| | KETERLAMBATAN | ,PERSENTASE
TL 1 1 menit s.d. <31 Menit 0,5%

TL2 31 menit s.d. <61 Menit 1%

TL3 61 menit s.d. <91 Menit 1,25%

TL4 291 menit dan atau tidak 1,5%

LAMA
MENINGGALKAN PERSENTASE

WAKTU (PSW)
PEKERJAAN SEBELUM PENGURANGAN

WAKTUNYA
PSW 1 1 menit s.d. <31 menit 0,5%

PSW 2 31 menit s.d. 1%
<61 menit

PSW 3 61 menit s.d. 1,25%
<91 menit

PSW 4 291 menit dan 1,55%
atau tidak mengisi daftar
hadir pulang kantor

PULANG
SEBELUM



Pasal 22

(1) ASN yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan berikut
tidak dikenakan pemotongan TPP, yaitu :

a. ASN yang melaksanakan perjalanan dinas tuar daerah dan dalam
daerah;:

b. ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), bimbingan
teknis, seminar, sosialisasi, sarasehan, penataran dan sejenisnya
bertempat di dalam maupun luar daerah; atau

c. ASN yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan di luar
kantor seperti rapat, sosialisasi, kunjungan lapangan, monitoring,
kegiatan keagamaan, olahraga, seni budaya dan kemasyarakatan
sejenisnya serta kegiatan dinas di luar kantor lainnya yang
dapat dipertanggung jawabkan.

(2) ASN yang mendapat perintah melakukan tugas atau kegiatan
kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dan huruf b
wajib menyampaikan Surat Perintah Tugas dan Kepala
Perangkat Daerah atau Pejabat Yang Berwenang dan dokumen
pendukung yang sah.

(3) ASN yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai dengan izin atasan atau
Pyb.

(4) Kegiatan sehagaimana dimaksud pada ayat (1}, tetap dilaporkan ASN yang
bersangkutan ke dalam laporan kinerja harian.

Pasal 23

{1) ASN vang dijatuhi hukuman disiplin nngan, berupa;
a. teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh

persen} dari nilai 30% {tiga puluh persen) penilaian perilaku kerja
selama 1 (satu) bulan.

b. teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 30% {dua puluh
persen)] dari nilai 30% (tiga puluh persen) penilaian perilaku kerja
selama 1 {satu) bulan.

c. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP
sebesar 40% (dua puluh persen) dari nilai 30% (tiga puluh persen}
penilaian perilaku kerja selama 1 (satu) buljan.

(2} ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP
untuk jangka waktu 2 (dua) bulan.

(3) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP
untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(4) Penghennian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilaksanakan pada bulan benkutnya sejak ketetapan hukuman
disiplin.

Pasal 24

ASN yang untuk kedua kalinya dan/atau lebih dilaporkan Tim Penegakan
Disiplin ASN di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir kedapatan melakukan
kegiatan makan/minum di luar kantor pada jam kerja efekuf dixenakan
pemotongan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilal 30% (tiga
puluh persen) penilaian perilaku kerja selama 1 (satu) bulan.

Pasal 25

(1) Aspek Pelaksanaan Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
avat (4) dan ayat (5), dinilai berdasarkan indikator kebenaran hasil
pekerjaan atau ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.



(2) Nilai aspek Pelaksanaan Tugas Harian scbagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berdasarkan nilai laporan harian pelaksanaan tugas yang
memuat:
a. pelaksanaan tugas dan/atau fungsi sesuai jenjang jabatan;
b. pelaksanaan tugas fungsional sesual jabatan yang diberikan; dan/atau
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(3) Atasan langsung wajib mengetahui dan memvalidasi setiap laporan
Pelaksanaan Tugas Harian Pegawai ASN yang menjadi bawahannya,
kecuali bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Pejabat
Admunistrator yang menjabat sebagai Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 26

(1) Laporan pelaksanaan tugas harian ASN dilakukan secara elektronik.

(2) Penilaian laporan pelaksanaan tugas harnan_ secara_ elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan aplikasi
manayemen kinerja elektronik pada BKPSDM.

(3) Apabila aplikasi manajemen kinerja elektronik Sebagaimana dimaksud
dalam ayat {2) belum berjalan/terjadi kendala/tidak dapat
dioperasionalkan karena eror system atau kerusakan perangkat atau
karena listrik mati atau perangkat aplikasi belum mendukung
pelaksanaan produktifitas kerja dan disiplin kerja secara elektronik maka
Perhitungan dapat dilaksanakan secara manual.

Pasal 27

(1) ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP
sebapalinana TPP Sekretaris Daerah.

(2) Pelaksana tugas diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam
jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

(3) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, sebagaimana ayat (2) yaitu :

a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap
sebagai Pelaksana tugas menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20%
(dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Pelaksana tugas
pada Jabatan yang dirangkapnya;,

b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana tugas menerima TPP ASN
yang iebih tingg:, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang
lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

c, pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap
yang merangkap sebagai Pelaksana tugas menerima TPP ASN pada
jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan

d.TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana
tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana
tugas.

BAB V
PENETAPAN BESARAN DASAR TPP ASN

Pasal 28

{l) Penetapan Besaran Dasar TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai
berikut :

a. Kelas Jabatan pada TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan
berdasarkan hasi] Evaluasi Jabatan sebagai suatu proses Manajemen
Sumber Daya Manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan



secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut
sebagai faktor Jabatan.

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan
masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah
dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan
dan belanja tertentu.

c.Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai parameter
penghubung (proxy) untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu
daerah, semakin sulit letak geografis suatu dacrah maka semakin
tinggi pula tingkat harga di daerah.

d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas variabel
pengungkit dan variabel hasil terkait Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh
persen} dan 10% (sepuluh persen)}.

(2} Besaran Dasar TPP ASN yang diperoleh menggunakan rumus : *(Besaran
Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal
daerah) x {indeks kemalahan konstruksi} x (indeks penyelenggaraan
Pemerintah Daerah)”.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1} Pembinaan atas pembayaran TPP dilaksanakan kepala Perangkat Daerah;
(2} Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh

Inspektorat sesuai kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Pembayaran TPP dilakukan secara non tunai melalui rekening ASN.
(2} Pengajuan Pencairan TPP ASN berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.
(3) TPP dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember,

sedangkan TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

(4) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum
pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

(9] Pembayaran TPP CPNS dibayarkan terhitung mulal tanggal Surat
Pernyataan Menjalankan Tugas.

(6) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan sebesar 80% fdelapan puluh persen)
dari nilai TPP jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan
Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

{7) Daiam hal terdapat jabatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,
maka jabatan tersebut ditetapkan terlebih dahulu kelas jabatannya
berdasarkan hasii perhitungan kelas jabatan yang telah diusulkan



Perangkat Daerah dan telah diverifikasi oleh Tim Evaluasi Jabatan
Pemerintah kabupaten.

(8) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya

(9)

kotak /wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100 %
(seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis
jJabatan, kecuali untuk Jabatan Fungsional hasil penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 8
ayat {2).
ASN yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan banding
administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Putusan huluiman
disiplin kerja meringankan PNS atau dibatalkan maka TPP vang
bersangkutan dapat dibayarkan kembali, terhitung bulan berikutnya PNS
yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Indragin Hilir Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
(Berita Daerah Kabupaten [ndragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 15} dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 13 Maret 2023
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN
Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 13 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 3

Al DENGAN ASLINYA
GIAN HUKUM
AB. INHIL

SETD

TKIET¥/b)
NIP, 19780406 200501 1 008



LAMPIRAN
PERATURAN BUPAT! INDRAGIRI HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAMBAILAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN BEBAN KERJA KECUALI DOKTER SPESIALIE,
POKTER UMUM, NORKRTER GG, GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEAOLAH.,

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN BEBAN KERJA DOKTER SPESIALIS, ROKTER
UMUM, DOKTER GIG] GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEROLAH
No Uraian Satuan Biaya (Rp)
i CGolongan IY Orang / Bulan 350 C00
2 Golongan Il Orang/ Bulan 850.000
4 Golongan [I Orang/Bulan 679.000

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PPPK

No Uralan Satuan Biaya (Ep)
| Kelas 15 Orang/ Bulan 4.300.000
2 Kelas 14 Orang / Bulan 3.300.000
4 Kelas t3 Orang /Gulan 7 000 CH}
4 Kelas 12 Orang/Bulan 2.300) C00
5 Kelas 11 Orang / Bulan 1.800.000
6 Kelas 10 Orang / Bulan 1.600.000
7 Kelas 9 Orang/ Bulan 1.100.000
5 helas & Orang / Bulan 1.100.000
9 Kelas 7 Orang/ Bulan 900.000
10 Kelas 6 Orang ‘Bulan 900.9000
1 Kebas 5 Orang / Bulan G00) G00
le helas 4 Urang/lulan FOU CD
13 Kelas 3 Orang/ Bulan 700.000
i4 Kekas 2 Orang / Bulan 675.004)
15 Kelas 1 Orang /Buian 675.000

No Uralan Satuan [lava Rp)
} PPPR Pendidikan 53 Orang / Bulan 950.000
2 PPPK Pendidikan DIV, 81 dan 32 Orang / Bulan 300.000
3 PPPR Pendidikan DI dan [MH Orang / Bulan 400.000)
4 PPPR Pendidikan SMU dan D] Orang ‘Bulan 450.000

TAM AHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN PRESTASI
KERJANo Uraian tun Biaya (Rp)

A Jabatan Pimpinan Tinggi Pretama
1 Sctkretaris Daerah Orang {Bulan 10.350.000
2 Asisten Sekda / Imspektur Daerah Kabupaten Orang / Rulan 7.900 (100
a Kepiid lings/ Badan Orang/Bulan la)
4 staf Ahh Bupati Orang/Bulan 7.100.000)
B Jabatan Administrator
l Seckiclaris Inspektoral Orang /Bulan 3.750, 000
3 Gamal Orang /Tulan 3.750 O00
3 Kepela Bagian/ Pejabat Fungsional Ahh Madya Haail Orang/Bulan 3.750.000

Penyetaraan Jabatan di Sekretariat Daerah
4 Sekretams Dinas /Badan Orang/Bulan 3.700, 000
5 inspektur Pemnbantu Orang/Bulan 2.700.000
6 Kabag Setwan/Kabid/Sekcam; Pejabat Fungsional Ahii Orang/Bulan 2.700, 000

Madya Hasil Penvetarean Jabatan
c Jabatan Pengawas _
1 Kepala Sub Bagian di Inspektorat Daerah Orang / Bulan 1.900.000

Kasubhag/ Kasubbid/ Kasi/Ka UPTO/Lurah;/ Pejabet Orang/Bulan 1.900.000
Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan

3 Kasubbag/ Kasubbil/Kast/Ka UPTO/Ka TU UPTD/Sekretaris | Orang/Bulan 1.900.004)
Keluraban/ Pepabat Fungsional ARl]i Muda Hasil Penyetaraan

H



TAMBAFAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN KONDISL KERJA
Nt Uriwain Satuan Riava [Rp]
A Pejabat dan Pegawai ASN Yang Menyelola Keuangan Daerah
] Kourdinator Pengelolaan Keyangan tcarrah Grang/ Bulan 12.000 000
Py Pembantu hourdinator Pengelolaan heyangan Dacrah Orange/Bulan EXO
3 Pejabet dan Pegawsi ASN Pada Satuan Kerja Pengeiola

Keuuugar Daerah SKPRD)
- Sekretaris Orang/ Bulan
- Kepala Ridang/ Pejabat Fungsional Ali Madya Hasil Orang / Bulan 9.000 CBO

Penvetaraan Jabatan
Kasubhag/Kasubbid/ Pejabeat Fucesional Abit Muda hes Orang/ Bulan 3.000 CGO
Penyetaraar Jabatan
Pelaksana Golongand TV dan Hl Orang / Bulan 1700 OOO

Pelaksuna Goalangan Ib can | Orang / Bulan 1250 0G
4 Bendahara (mum Oaerah Orang / Bulan 9.950 C00
3 Kuase Bendahara iszmum [Daerah | Orang / Bulan BDO | HC
6 Kuasa Gendahera Umum Daerah 2 Orung/ Bulan 3.500 G00
7 Kepala Bapenda Orang / Bulan S00 Oo

Sekretatis Gapenda Orang / Bulan
Kepalw Rirtang Linekup Bapenocda Orang/ Bulan 3.00 000

10 Rasumid?Risubag? Ka CPT/Fungsional An Muda/ Kasubag | Orang/Bulan
TU UPT Lingkup Rapenda 2.060.000

1} Pelaksana Gol W/TU Lingkup Bapenda Orang /Rulan bcs Od
12 Peloksana Gol list Lingkup Hapendi Orang / Bulan PSG OW}

13 Pengguna Anggaran
Nilay Pagu Lena a/d Re. 1 Milvar Orang / Bulan 1.250 000
Nila Pagu Dana dictas Kp. i Milsar fd Rp. 5 Milvar Orang/Bulan Lou} tit)
Nalaa Pagu Dana chatis Rp. 3 Mibar sfd Rp. 10 Milyar Orang / Bulan OO
Bila Pagu Dana diatas Rp. LO Mcyar s/d Rp. 50 Milvar Orang / Bulan 2.00
Nilar Pagu Dana diatas Rp. 30 Mover sid Rp. 100 Milvar Orang / Bulan 2.257 00
Nilai Pagu Lina cbatas Rp. 1O0 Mbars/d Rp. 250 Milvar Orany/Bulan 2.6800) dU
Silai Pagu Dana dhatas Rp. 160 Milvars/d Rp. 500 Milyar Orang/ Bulan 3.000) GO
Nilay Pagu Dane dictes Rp. 00 Molar Orang/ Bulan 4.00) U00

14 Peyabual Penalausanian Keuatigan (PORK)
Nila? Pago danas /d Rp. | Mibven Orang Bulan 1.200 O00
Solar Papu luna diates Rp. l Milvar s/d Rp. 3 Milvar Orang/Bulan acd
Nrla: Pagu Dane dictas Rp. a Mihar fd Rp. LO Milyar Oranp/Gulan 1.50 OOO

Nilai Pagu lana cbates Rp. 10 Miivar s/d Rp. 50 Milvar Grang/ Bulan 1.70 OOO

Nitas Pago Dana diatas Rp. a0 Milver sfd Rp. 100 Milvar Orang /Tulan 0G
Nilal Pagu dima cdiates Rp. 100 Milvar s/d Rp. 250 Milvar Grang/Buian 2.000) O00)

Nilai Payu dana chales Rp. 250 MMlyars/d Rp. 500 Milyar Oranp/ Bulan 2.700 G00
Mihai Vagu teana diatas Rp. 800 Milvar Orang/ Bulan 3.0350 000

la Bendahara Penerimaan
Nolan Pag ling didlas Rp. 30 Jutas/d Rp, 200 Juta Orang /Bulan 450 100
Ailal Pragu diana drates Rp. 200 Juta sfd Rp. ACH) Jura Orang /Bulan S30) HKG
Nila Pagu Dana cites Rp. 300-Juta s/d 1 Mibvar Grang/ Bulan bod dG
Nakai Vagu loana diatas Rp. ] Milvar s/c Rp. 5 Milyar Orang/Buian 400 O00
Nika Pagu loana diatas Rp. Miko ar sfd Rp. 10 Milyar Orang/Bulan Yo0 OU
Nolan Pag liana diatus Rp. 10 Milvar e/d Rp. 20 Milvar Orang/ Rulan 1.200 ON
Nake Vayu liana diatas Rp. 20) Milyar Grang/ Bulan I-tso 90g

16 Rendahara Vengelisran
Nilat Pagu loauna sd Rp. 1 Milvar Orang / Bulan 1.950 400
Nilat Pagu Dana datas Rp. bl Milvar sf Rp. 5 Milyvar Orang /Bulan 1.250 400
Nila Pagu lana diates Ep. 5 Milsar s/d Rp. 10 Milvar Orang/Bulan 1.459 GOG

Niko Page lana diias Rp. lO Muyers/d Kp, 30 Milyar Orang/Bulan L650 000
Nilat Pagu lana diatas Rp. 50 Shlvar s/d Rp. 100 Milyar Orang/Bulan O00
Nike Pagu lana datos Rp. LOO Milvar s/d Rp, 250 Milyar Orang /Tulan 2.250 00
Nala Pago lana d:atas Rp. 250 Mibars/d Rp. 500 Milyar Orang/ Bulan 2.00 OT
Nilan Pegi liana doles Rp. OU Milvar Orang / Bulan BUG

l? Bendahara Venerimean Pembante.
Nulau Pagu Dana d:atas Rp. sO Jutas/d Rp. 200 Juta Orang / Bulan 4610

Nila! Pagu liana diatas Rp. 200 Jutas/d Rp. 500 Juta Orang/ Bulan Soh GE

Nilat Pagu Dana diatas Rp. 500 Jutas/d 1 Milvar Orang/Bulan HOG UG
Nila Pagu lana dhatas Rp. 1 Milvars/d Rp. 5 Milvar OQrang/ Bulan WH
Nila Pagu Dana dhatas Rp. 5 Milvars/d Rp. 10 Milyar Orang /Builan 900 Wot
Nilai Pagu liana datas Rp. 1G Milvar sfd Rp. 20 Miiyar Orang /Gulan 1050 700
Nila Pagu bana diatas Rp. 20 Milyar Orang / Bulan 1400.4K)

BL



18 Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sila Vagu Dana s/d Rp. 1 Milvar Grang/ Bulan 1.Qoo
Nila! Pagu Dana chatas Rp. 1 Milvar s/d Rp. 5 Milyar Grang/Hulan 12 O09
Nilai Pagu Dana diatas Rp. 3 Mityvar s/d Ro. 10 Milyar Qrane/Hulan oi
Silar Pagu Dana diatus Rp. 10 Milvar s/d Rp. 50 Milyar Orang/ Bulan L0G C00
Nila thigu lama dialas Rp. 30 Milyar s/d Rp. 100 Milvar Orang / Bulan 1.800
Nila Pagu Dana digtas Rp. 100 Milyars/d Rp. 250 Milvar Orang / Bulan 2200 CTF
Nilai Vagu Dana diatus Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar Orang / Bulan 2.000
Silat Pagu Drina diatas Rp. S00 Mibvar Orang/ Bulan 3.000 GOU

14 Pembaniu Bendahara Penernmaan
Nua Pagu Dana diatas Rp. 50 tutas/d Rp. 200 Juta Orang/ Bulan BSc CoO
Milat Magu Dana diatas Rp. 200 Jura a/d Ro. S00 Juta Orang/ Bulan BS aon
Nila Pagu Dana diatas Rp, 300 Juias/d 1 Milyar Orang/ Bulan G5
Silat Pagu Dana ciatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar Orang/ Bulan Got 09
Nila Pagu lana diatas Rp. 5 Milvar s/d Rp. 10 Milyar Orang/Bulan Tots
Nila Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 20 Milyar Orang/Bulan GOO
Siku Pagu Dana diatas Rp. 20 Milyar Orang/ulan 1,056 00%

20) Pembantu Bendahara Penpeluuran
Nila Pagu Dana s/d Rp. 1 Milyar Orange / Bulan B00
Nila Pagu Wana diatas Rp. 1 Milyvar s/d Rp, 3 Milyar Orang/ Bulan HOO OG
Nila Pagu Dana diatas Rp. 5 Miivars/d Rp. 10 Milyar Orang / Bulan TOG MY
Nilai Pagu Gana ciaras Rp. 10 Milvar s/d Rp. 50 Milyar Orang /Rulan Bou
Nilat Pagu Dana digtas Rp. 50 Milvar s/d Rp. 100 Milyar Orang/ Bulan
Nila Pagu Gana diatas Rp. 100 Milvar s/d Rp. 2350 Milyar Orang /Bulan
Nilai Vapi dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar Orang / Bulan
Nilay tagui Dana diatas Rp. 300 Milyar Orang/ Bulan 1.865 00)
Pembiantu Bendahara Pengeluaran di SLTP Orang/ Bulan BOG IG

2] Pembantu Pryabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat
Penatiusahaan Keuangan Pembanty
Mila Pagu Dana s/d Rp. 1 Milvar Crang/Buian AUS tins
Nila Pagu Dana digtas Rp. 1 Milvars/d Rp. 5 Mitvar Orang /fBulan GOO
Nilai Pagu lana diatas Rp. 5 Milvar s/d Rp. 10 Milyar Orang / Bulan TOO
Nila Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Mifvar Orang / Bulan
Nilat Higu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar Orang / Bulan PCE hs

Nilat Pagu Dana diatas Rp. 100 Milvur s/d Ro. 250 Milyar Orang /Hulan 1.200 00)

Nilit Pagu Dana diatas Rp. 250 Milvar s/d Rp. 500 Milyar Orang / Bulan
Nilai Pagu Dana chatas Kp. 500 Milvar Orang / Bulan 1L.BCO

B Prjabat dan Pegawai ASN Yang Mengelola Barang Milik
Daerah

1 Print pang Kekuasaan Pengelolaan BMD Orang/ Bulan 3.500) G00
2 Pengclola Barang Orang /Huian
3 Pemlintu Fengelola Barang Orang/ Bulan 27S
4 Pejabat Penatausahaan Barang Orang /Bulan 2.750
2 Pengurus Rarang Pengelela Orang/Bulan 2.450 Och
6 Pembantu Pengurus Hurang Pengelola Orang Bulan
7 Pengguna Burany Orang / Bulan
8 Kuasa Pengguna Barang Orang / Bulan 2.000) COC:
9 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Nola Aselteclap s/d Rp. | Mibar Orang/ Bulan P.O
Mla: Aset tetap diatas Rp. 1 Milwar s/c Rp. 10 Milvar Orang / Bulan Coc
hv la Aset tetap diatas Rp. 10 Miiyars/d Rp. 100 Milyar Orang/ Bulan L800 COU
Nila Asset tetap diatas Rp. 100) Milyar s/d Rp. 1 Triliun Orang / dulan LF
Naa Asetcetag dates Rp) Troikhun s/4 10 Trilnin Orange? Bulan 2,00 Cot

10 Pengurus Karang Pengguna
Silat Asettetap s/d Rp. 1 Milvar Orang /Bulan L.O00- OC-0
Nila Aset terap diatas Rp. | Milyar s/d Rp. 10 Milyar Orany/ Bulan bdoG OG
Nile Aset tetap diatas Rp. 10 Milvar s/d Rp. 100 Milyar Orang/ Bulan 1.300 806
Nin Aset tetap diatas Rp. 100 Milvar s/d Rp. 1 Triltun Orang / Bulan Lote On
Silat Aves tetap diatas Rp | Triliun s/d 10 Triliun Orang / Bulan 2.00 000

11 Pengurus iarang Pembantu
Nila: Aset tetap sf/d Rp. 1 Milvar Orang/ Bulan 900
Nii Aset tetap diatas Rp. | Milyar s/c Rp. 10 Milyar Orang / Bulan 1.20 005
Nila Aset tetan diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 100 Milyar Qrang/ Bulan 1.500 060
Nila) Aset tetap diatas Kp. 100 Milvar s/d Rp. 1 Triliun Oranp/ Bulan LF OGG
Nikn Aset tetap diatas Kp 1 Triliun s/d 10 Triliun Orang/Bulan 2.000 O00

12 Pembantu Pengurus iarang Pengguna Orang /Huian Fad uae
Pejabal dan Pepawai ASK Yang Mengelola Keuangan Daerah



Peyabat Pegawai ASN Pada PO Yang Mengelola Perencanaan
Penpbanzunag Desrah

BAHAN PENGUASILAN PEGAWAL ASN RERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

j Kepa,y Badan Orang /Bulan $000 00
4 che tory Oran /Bulan S000 C00
3 Kepaiss Ridang/ Pejabat Fungsional Ahh Madya Hasil Orang/ Bulan 2.500.000

Pore
4 Kasubbag/Kasubbid / Pejabat Fungsionai Ahli Muda hasil Orang/Bulan 2.000.000

abstain

Pejabar dan Pegawai ASN Yane Menduduki Jabatan Camat
Repalsa Ragin db Sekretanat Darrah

J Camat Orang/Bulan 930.000
Z Kepila Bagian; Pejabat Fungsional Ahi: Madya Hasii Qrang/ Bulan Meow

CMI
Penyetaraan Jabatan di Sekretariat Daerah

Pejabat dan Pegawai ASN yang diangkat dan ditugaskan
E secara prnuh pada UKPBJ di Hagan Pengadean Barang/Jasa

Waco habupaten Indra, blir
1 Kenala Bagian / Kepala UKPI) / Pejabat Fungsional Ahli GCrang/Bulan 4.000.000

Madsa Hasl Penyetaraan Jabatan
2 Kasubbay Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa / Pejabat Orang /Hulan 3.000.000

Fungsional AnU Muda hasit Penyetaraan Jabatan

3 Kasubbag Pengelolaan LPSE/ Pejabat Fungsional Ahli Muda Orang /Bulan 3.000.000
hasil Penyetaraan Jabatan

4 Kasuhbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Orang /Bulan 3,000.9500
Jasa/’ Pejabal Fungsional Ahh Muda basil Penyetaraan
Jabatan

5 Pengejola Fengadaan Barang/. Jasa Madya Grang/Bulan 6.000.000

6 Pengeloia Pengadaan Barang/.Jasa Muda Orang / Bulan 5.500.060

7 Pengelola Pengadaan Barang/.Jasa Pertama Orange / Bulan 5.000, 000

8 Perancang Kebyakan Pengadaan Barang/Jasa Qrang/Bulan 1.500.000

9 Penclaah kebyakan Pengadaan Gerang/Jasa Orang /Bulan 1,500,000

10 Pranata Barang dan Jasa Orang /Bulan 1.000.000

F Poabai dan Poyawai ASN Yang Miongelufa Poripinan dan Prep

1 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Orang/ Bulan 4.000.000
é Sekretaris Dinas Penanaman Medal dan PTSP Oranp /Hulan 3.000.000
a Kenala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Pedzinan, | Orang/Bulan 2,750,000
4 Kepala Bidang Perencanaan Ppengembangan Iklim Investasi Orang/Bulan 2.250.000
3 Ras pada Aidang Pelavanan Pperizinan Usaha dan Non Orang/ Bulan 1.790.000
6 Kasubag pada Sekretariat, Kasi pada Pidang Perencanaan Orang /Hulan 1.250.000
7 StafeNS Golongen [it Dinas Penanaman Medal dan PTSP Orang /Bulan 1.003.000
& Stal PNS Golongan || Dinas Penanaman Modal dan PTSP Orang / Bulan 730,000
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Uraian tuan
mekrevTans Taerah Urang/Tulan TEE
Sssisteon SrkeTa Orang Poulan a. SO
Tnspektur Daerah Kabupaten Orang/ Aulan FOU CUREpekretaris Inspektorat Orang / Bulan OO
Inspekfur Pembanta Urang/ Bulan 2.000
Jabatan Fungsional Auditor Ahh Madya/Jabatan Funesienal Orang / Bulan 3.600.000
Peugawias Peryelcippaiaan Ut isc Pesuetiniabin Gaciais Atti
Macdya

6

Kasubbag/ Pejabat Fungsional Ahli Muda hasil Penyetaraan Orang/Bulan 500 OH}
7 Jabatan di lnospektorat Daerah

Jabatan Fungsional Auditor Ahi Muda/Jabatan Fungsional Orang/Bulan 3.400.000
Pengawas Penyelenggaraan Unisan Pemerintahan Daerah Ahli
Mucla

Jahatan Funesional Auditor Terampil Penvelia/Jabatan Orang/Bulan 3.000 CxO
Fungsionat Auditor Ahli Pertama/Jabatan Fungsiona) Auditor
Kepegawaian Pertarna/Jahatan Fungsional Pengawas

g Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan Daerah Ahli Pertama

oO
JF Radiografer Penyelia Orang/Bulan 130.000

11 JP Radiografer Pelaksana Lanjutan Orang/ Bulan T.050 000le Beridahara IMSPFRTOrar Wratlges Outen UW

iz

1



BUPATI INDRAGIRI HILIR,
ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

13 JF Radingrafer Pelaksana Orang / Bulan BOD GOO

14 JF Teknisi Elektro Medik Orang / Bulan 750 000
15 Jabatan Pelaksana pada Inspektoral Orang/Bulan 200 000
16 Dokter Soesials Dinas Keseharan Ornne/ Ruolan 20.900, 500
lv Dokter Umum/thg Dinas Kesehatan Orang / Bulan 2.200.000
18 Bokter Spesiatis RSUD Puri Husada Orang /Bulan 20 ,000.006
19 Dekter Cmum/tigt RSUD Pun Husada Orang /Bulan 3.200, 000
20 Dekter Spesialis RSUD Raja Musa Orang / Bulan 3OO, 00
el Dokier Umi /Oigi kOUD Raja Musa Orang/ Gulan 4.200 COG

22 | Dokter Spesialis RSUD Tengku Sulung Orang / Bulan 35,000 OG

Pit} Dokter Umum /GipiRSUD Tengku Sulung Orang / Bulan 4.200.600

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN PERTIMBANGAN ORJEKTIF LAINNYA
mat} Uraian Setuan Biava (Fp)

1 Peyabat Pengelola Keuangan Daerah {FPKD) Orang/Bulan 7.370.000


